
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang .Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1992 Nomor J4, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3468): 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakcrjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4279); 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 
2009 Nornor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 3887); 

ten tang 
Dai am 

Menglngal : l. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 190 
Peraruran Bupati Jepara Nomor 3 Tahun 2009 tcruang 
Pola Tata Ketola RSUD RA. Kartirri I<abupaten Jepara. 
perlu pengaturan terhadap Pegawai Non Pegawai Negeri 
Sipil di RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara scbagai 
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a 
perlu rnenetapkan Peraturan Bupati tentang Pegawai Non 
Pegawai Negeri Sipil di RSUD RA Kartini Sebagai Sadan 
Layanan Umum Daerah; 

BUPATI JEPARA, 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERl SrPIL DI RSUD RA. l{ARTINJ 
KABOPATEN JEPARA SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

TENT ANG 

PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATl JEPARA 

NOMOR 35 TAHUN 2016 

'BUPATIJEPARA 



:ca::.:- :uL.ng ~amor 't4 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sa:!:!! (lc:nba:ra.'"l :{cgara Republic Indonesia Tahun 2009 
N=o. .53 Tambahan Lernbaran Negara Republlk 
Indonesia Nomor 5072); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5243); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerim ahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemeriritahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, 
Tamabahan Lembaran Negara Republik lndoneia Nomor 
4502)sebagaimana Lelah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Sadan La.ya.nan Umum 
(Lembaran Negara Repubii.k Jndenesia Tahun 2012 Nomor 
171, Taroabahan Lembaran Negara Republik lndoneia 
Nornor 5340 ) 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Rcpublik lndenesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tamabahan Lernbaran Negara Republik 
ladoneia Nornor 4585 ); 

LL Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tenrang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah; 

L2. Peraruran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis 
Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18); 

13.Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2010 tentang 
Penjabaran Togas dan Fungsi RSUD RA. Kartini 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
I. Daerah adalah Kabupaten Jepara. 
2. Bupati adalab Bupati Jepara. 
3. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat Non PNS 

adalah pegawai di RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara yang bukan 
PNS. tidak mempunyai NTP dari Pemerintah, yang dlterima dan 
dibiayai oleh RSUD RA. Kartini Kabupaten Jepara. 

4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLVD 
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerab atau Unit Kerja Pada Satuan 
Kerja Perangkat Daerah di lingku ngan Pemerintab Daerah yang 
dibentuk untuk rnernberikan pelayanan kepada masyarakat berupa 
penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutarnakan 
rnencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan 
pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 

5. Direktur adalah Direktur RSUD RA. [(artini Kabupaten Jepara selaku 
pernirnpin BLUD. 

6. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebur Dewan Pengawas 
adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan rerhadap 
pengclolaan Rumah Sakit, 

7. Dokter tamu/dokter konsulen adalab dokter yang menjalankan tugas 
klinis di RSU R.A Kartini atas permintaan atau bekerja sama antara 
institusi yang bersangkutan dengan RSU R.A Kartini. 

8. Penghasilan adalab upah atau hak pegawai yang diterirna clan 
dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan alas pekerjaan yang 
cillakukan yang bersangkutan, yang ditetapkan dan dibayarkan 
menurut suatu kesepakatan/perjanjian kerja./peraturan yang 
beralaku. 

9. Tunjangan ada.lah tambahan penghasilan diluar gaji sebagai akibat 
pegawai yang bersangkutan mengemban Langgung jawab arau res!ko 
pekcrja.an. Ir ';P.,..\ ~\I~ . u- - --,. 

::,- :- - -===--- 

BAB l 
I<ETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANO PEGAWAI NON PEGAWAI 
NEGERI SfPIL DI RSUD RA. KARTI.Nl SEBAGAJ BADAN 
LAYANAN UMUM DAERAH. 

MEMUTUSKAN: 

E.abupa·•;, Jepara [Berira Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun :!010 :'iomor 380}; 

14.Peraturan Bupati Jepara Nomor 2 Tahun 2009 tentang 
Rencana Suategi Bisnis (RSB) Rumah Sakit Umu.m RA. 
Kartini Kabupalen Jepara Tahun 2009 - 2014(8erita 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009 Nomor 2); 

15. Peraruran Bupali Jepara Nomor 3 Tahun 2009 tentang 
Peraruran Pola Tata Kelola RSUD RA. Kartini Kabupaien 
Jepara (Serita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2009 
Nomor 3); 



\\ ·~r=-1\- 

(lJ Untuk memenuhi kebutuhan pelayaaan kesehatan dan pertimbangan 
kelangkaan profesi. rnaka kontrak/perjanjian kerja dengan dokter 
tamu/dokter konsulen paling lama 2 (dua) tahun dan dapat 
diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali paling lama 1 tahun. 

(2) Usia dokter r.amu/dokter konsulen sebagairnana dirnaksud pada ayat 
(1) dapat me.lampaui 55 (lima puluh Ii.ma) tahun, dan paling tinggi 60 
(enam puluh) tahun, sehat jasman! yang dibuktikan dengan surat 
keterangan sehar dari dokter pemerintah. 

Pasal 4 

(1) Penerimaan Pegawai Non l'NS dilaksanakan oleh Uirektur 
berdasarkan kebutuhan dan kernampuan RSUD RA Kartini. 

(2) Tata cara dan persyaratan penerimaan dan pengangkatan pegawai 
Non PNS ditetapkan oleh Direktur dan disetujui Dewan Pengawas 
dengan berpedoman pada Pola Tata Kelola RSlJD RA Kartini. 

Pasal3 

BAB UI 
Pl!:NERIMAAN 

(11 ~v.·iu Non PNS dt RSUD RA. Kartini terdm dan: 
a. Pegawar adak tetap: dan 
b. Pegawai Jasa pihak ketiga. 

{21 Pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pads ayat (l) huruf a, 
terdiri dari: 
a. Pegawai harian lepas; dan 
b. Pegawai kontrak. 

(3) Pegawai harian lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 
merupakan pegawai yang diterima untuk melaksanakan pekerjaan 
tertentu, 

(4) Pegawa:i kontrak sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat {2) huruI b, 
merupakan pegawai yang diterima unruk mengerjakan sesuatu atau 
beberapa jenis pekerjaan yang diatur dalam surat perjanjian dan I 
atau kontrak kerja. 

(5) Pegawaijasa pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf 
b, merupakan pegawai yang direkrut oleh Sadan Hukum yang 
bekerjasarna dengan RSUD RA. Kartini untuk melaksanakan 
sebagian tugas / Iungsi Rumah Sakit. 

Pasal 2 

BABD 
~~'S PEGAWAJ 



(I) Pegawar tidak tetap tidak memperoleh cun, tetapi cukup dengan 
mengajukan izio kepada atasan langsung masing - masing dengan 
ketenruan sebagai berikut : 
a. lzin keperluan menikah paling lama 3 (tiga) hari kerja; 
b lzin keperluan melahirkan paling lama 40 (ernpat puluh] hari 

kerja; 
c. lzin karena sakit paling lama 3 (tiga) hari kerja: 
d. lzin keperluan menikabkan/mengkhitankan anak paling lama 2 

(dua) harl kerja; 
e. lzin karena anggoca ke!uarga sakn, pahng lama 2 [dua] han kerja: 
f. lzin karena anggota keluarga meninggal paling lama 3 (tiga) hari 

kerja; 

Pasa16 

BABV 
IZ!N KERJA 

l L) Penghasilan Pegawai hanan lepas sebagai berikut : 
a. uang barian, diberikan setelah melaksanakan pekerjaan atau 

waktu yang sudah ditentukan, sesuai stander biaya dan satuan 
harga Kabupaten Jepara. 

b. Tunjangan kesejahteraan, diberikan setelah mempunyai masa 
kerja lebih dari 5 (lima) bulan, berupa : 
1) Jasa pelayanan sebesar 25o/o (dua puluh Uma persen) dari 

ketentuan yang berlaku; dan 
2) Jam.inan Pemeliharaan Kesehatan (J PK). 

(2) Penghasilan Pegawal kontrak sebagai berikut: 
a. Gaji pokok, paling sedikit sesuai upah minimum Kabupaten 

Jepara. 
b. Tunjangan kesejahteraan, berupa : 

l) Jasa pelayanan, dengan ketentuan sebagai berikut · 
a) Masa kerja kurang dari 5 (lima] tahun diberikan jasa 

pelayanan sebesar 50°/o (lima puluh persen) dari ketentuan; 
b) Masa kerja 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) 

tahun diberikan jasa pelayanan sebesar 75°/u (rujuh puluh 
lima persen] dari ketentuan: 

c) Masa kerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun diberikan jasa 
pelayanan sebesar 100%> [seratus persen] darl ketentuan. 

2) Jaminan kecelakaan kerja (JKK): 
3) Jaminan Hari Tua (JHTJ; 
4) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK): dan 
5) Jaminan Kematian (JK). 

PasalS 

BABIV 
PENGHAS!LAN 



Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupari Jepara Nomor 
12 Tahun 2010 tentang Pegawai Non PNS di RSU RA. Kartini Sebagai 
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD} (Serita Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2010 Nomor 160) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 45 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nornor 12 Tahun 2010 
tentang Pegawai Non PNS di RSU RA. Kartini Sebagai Badan Layanan 
Umum Daerah (BLVD) (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 
Nomor 324) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 9 

BAB VIll 
KETENTUAN PE:NUTUP 

Pcgawai Non PNS yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan ini tetap 
.melaksanakan pekerjaannya sampai dengan berakhimya pekerjaan atau 
perjanjian/kontrak kerja. 

Pasal 8 

BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 

(11 Pegawai tidak tetap dapat dlberhentikan karena : 
a. meninggal dunia: 
b. pekerjaan yang ditetapkan sudah selesai dikerjakan; 
c. telah habis masa kontrak dan tidak diperpanjang lagi; 
ct. pegawai yang bersangkutan melanggar peraturan perundang­ 

undangan yang berlaku, balk yang berhubungan dengan 
pekerjaan, keamanan atau ketertiban urnurn; 

e. tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan: atau 
f. berhentl ates perrnintaan sendiri. 

(2) Pernberhentian pegawai Lidak tetap dltctapkan oleh Direktur atau 
Pejabat lain yang ditunjuk, 

(3) Pemberhentian karena alasan diluar ketenruan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) setelah rnendapatkan pertimbangan dari 
kepala orgasisai perangkar daerah yang membidangi tenaga kerja. 

Pasal 7 

BAB VI 
PEMBERHENTlAN 

121 Tata cara pengajuan dan pemberian izin sebagairnana dimaksud pada 
ayat fl) ditetapkan oleh Direktur. 



_. 

PENELlTIAN PRODUK HUKUIVI 
J' ",\ ll M PAR,\f I--- 

SERITA DAE:RAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2016 NOMOR .... 

Diundangkan di Jepara 
pada tanggal 25 Okc.ober 2016 
SEKRETARJS DAERAH KABUPATEN JE:PARA, 

Ditetapkan d1 Jepara 
pada tanggal 25 Oktober 201.6 
~~ilTI EPARA, .._,__- _ _, JttQ, 

Agar senap orang mengetahumya, rnemerinrahkan pengundangan 
Peraruran Bupati ini deagan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Jepara. 

Peraruran Bupati ini mulai berlaku pada canggal ciiundangkan. 

Pasal 10 


